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B ~ PENDAHULUAN
% iDaIam bab pertama ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang dan alasan
‘Sdllakukannya penelitian yang akan dilakukan. Dan di dalam bab ini, peneliti akan melakukan

I .
efnbahasan mengenai identifikasi masalah penelitian, batasan masalah penelitian, batasan

elltlan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian ini bagi masyarakat, fiskus,

ue!ﬁe%)s d|1_n06ua

d peneliti selanjutnya.

Qjalam tahap awal bab pendahuluan ini dimulai dengan menjelaskan hal-hal

Buepun 16 pun §e1d|

puh sumber-sumber yang melatar belakangi terjadinya rumusan masalah dalam

1By %TJH]@S neje
U@’

Ep@elman ini, kemudian akan dilakukan identifikasi masalah dan menentukan batasan
gmasalah yang kemudian akan dijadikan topik utama dalam penelitian yang akan diteliti, lalu

%dalam:[nenentukan batasan penelitian yang disebabkan karena adanya keterbatasan dan

Q

>
O
Q

gakhir bab pendahuluan ini juga akan dijelaskan mengenai apa manfaat yang dihasilkan bagi

Qipeneliti, pihak akademis dan para peneliti selanjutnya, dan pembuat keputusan setelah

3 3 . . o
ckemampuan dari peneliti dalam merumuskan masalah utama dalam penelitian in. Dan dalam

ue

3dilakukannya penelitian ini.

atar;BeIakang Masalah

“*Pada umumnya pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa dan dilakukan oleh

:Jaquins ue>11n|g_a/{ua

negara kepada warganya. Sumber penerimaan negara dapat diperoleh dari berbagai
seltor. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar diperoleh melalui sektor internal
yaitu melalui penerimaan pajak. Penerimaan pajak negara merupakan nafas kehidupan
bagi suatu negara karena peranan pajak dalam suatu negara sangatlah penting untuk
peénbangunan suatu negara. Maka dari itu, setiap tahunnya pemerintah selalu gencar dan
béfusaha agar peningkatan penerimaan melalui sektor perpajakan melalui Direktorat

Jemderal Pajak (DJP) terus meningkat sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja



"OyMIg| Uizt eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAuey ynanyas neje ueibeqgas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buede)iq -z

‘oyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

SSINISNT 40 TOOHDS
HID NV AIMN

‘yejesew niens ueneluly uep Y1y uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

®

:Jagquins ueyingakuauw uep ueywniuedusw eduey Ul sijny eAJey ynanias nele ueibeqgas diynbusw buede)iq |

buepun-buepun 1bunpuniqg eidig yeH

Negara (APBN) tidak mengalami defisit. Pengenaan tarif pajak ditentukan oleh undang-
ur@1g suatu negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh

u
pemerintah diharapkan berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian

(2]

su%:tu negara. Pembangunan ekonomi negara perlu mempertimbangkan pendapatan dan
3
belanja negara agar tidak mengalami defisit dan dapat dikelola untuk kesejahteraan

=)
ralggat. Berikut merupakan data tabel APBN Indonesia selama periode 2016-2021.
(9]

—~
5 Gambar 1.1
2,

e Pendapatan Negara 2016 — 2021

@

5 (dalam triliun rupiah)

=

(o

2 e Outlook | RAPBN
- raian 2016 2017 2018 2019 2020 * 0z
=]

I TQ"-E‘N[:I!\["'A'TJ\J\.' DALAM NEGERI 1.546,9 L6547 1.928,1 1.955,1 L6986 1.775,5
B Penerimaan Perpajakan 1.285,0 L3435 L518,8 1.546,1 14045 14819
Q a. Penerimaan Majak L1060 11510 1.315.3 1.3327 1L1V8 8 1.268,5
. 1y Pajak Penghasilan i, 2 Hah8 Ta00 7723 G704 6999
5 aj  PPh Migas 36,1 50,3 64,7 50,2 ile 41,2
= b} PPh Monmigas 6301 505 H85,3 Ti13,1 6385 65RT
E 2y Pajak Pertambahan Nika 4122 480,7 5373 5316 5075 S 1
; 3 Pajak Bumi dan Bangunan 19,4 16,8 194 21,1 134 148
R 4 Pajak Lainnya B.1 6,7 [ X1] 7.7 7,53 77
b, Kepabeanan dan Cukai 1790 1925 2055 213,5 205,7 2134
S 1) Cukai 143,5 1333 1596 1724 1722 1765
9 2y Pajak Perdagangan Internasional 355 3.2 459 41,1 315 350
0 a) Bea Masuk 32,5 351 39,1 375 KIS 332

b} Bea Keluar 30 4.1 [k} 35 1,7 1.8

2, Penerimaan Negara Bukan Pajak 2620 3,2 409,53 4090 2941 293,5
1. Sumber Daya Alam Y 11,1 1806 1549 74,1 01,6

Iy SDA Migas 44,1 81,8 1428 121,1 53,3 T24

— 2y DA Nonmigas 208 203 378 338 258 201
= b. Pendapatan dari Kekayaan Megara vang Dipisahkan ETN | 43,9 45,1 80,7 65,0 26,1
c. PNBP Lainnya 1180 1088 1286 124,5 100,1 1070

==e (|, Pendaparan BLU 41,9 473 55,1 489 50,0 SR8

IMg=HIBAH 9,0 11,6 15,6 5,5 1,3 0,9

: PENDAPATAN NEGARA 1.555,9 L6464 1.943,7 1.9460,6 L6999 L7764
L]

7]
Sumber : Nota Keuangan dan RAPBNP 2021
7

u| uep

erdasarkan dari tabel diatas mengenai nota Nota Keuangan dan RAPBN 2021

}

baliwa dalam periode tahun 2016 - 2019 penerimaan pajak memiliki kontribusi dengan

uko,

Be

-rata tingkat presentase sebesar 85,4 persen dari penerimaan negara sektor pajakan.

3|9 uen| FMEe)

Jika dilihat secara angka, jumlah penerimaan pajak negara mengalami peningkatan dari

Rp.106.000 miliar pada periode 2016 dan terus meningkat menjadi Rp 1.332.700 miliar
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buepun

pada periode 2019. Selama periode 2016-2019, peningkatan dalam penerimaan negara
atassektor pajak mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat presentase senilai 6,4
peéen dengan presentase pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada periode 2018
deAgan angka presentase sebesar 14,1 persen yang terjadi diakibatkan peningkatan harga

ko?noditas. Akan tetapi, beberapa tahun setelahnya penerimaan dari sektor perpajakan

mengalami penurunan dengan tingkat presentase pertumbuhan paling rendah terjadi

i

'pada tahun 2020. Padahal penerimaan sektor pajak pada tahun 2020 diharapkan akan
befiumbuh atau terkontraksi sebesar 10 persen jika dibandingkan dengan realisasi yang
terjadi pada periode 2019. Hal ini dapat dipengaruhi dari perlambatan ekonomi di seluruh
duhia dan pelemahan harga komoditas akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dalam
RAPBN tahun 2021, penerimaan negara atas sektor pajak diharapkan akan mencapai
Rp%.268.500 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 persen dari perkiraan
tahﬁn 2020. Seiring dengan pulihnya pertumbuhan perekonomian akibat pandemi covid-
192 diharapkan perlu adanya kontribusi dari masyarakat Indonesia serta setiap wajib
pajak (WP) yang sudah memenuhi syarat dalam perundang-undangan tentang aturan
perpajakan di Indonesia.

jMenurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kewajiban yang terutang kepada
ne%ara oleh subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa
dan’ ditetapkan oleh undang-undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan
secéra langsung maupun tidak langsung dan digunakan demi kemakmuran rakyat. Dalam
pefaksanaan pemungutan pajak, terdapat faktor kepentingan yang berbeda antara negara
dengan perusahaan. Karena bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi
untuk negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yangakan

mggurangi pendapatan neto sehingga laba bersih perusahaan berkurang akibat beban

pajak yang wajib dibayarkan bagi negara. Akibat faktor kepentingan yang berbeda ini,
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perusahaan berusaha untuk mengecilkan beban pajaknya dengan cara melakukan praktik
manajemen pajak. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang merencanakan pajaknya
se(;z;lra efektif dan optimal, maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang
yanag ditanggung oleh setiap perusahaan.

7Menurut Pohan (2015) manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses
perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak
pekbajakannya agar hal-hal berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi,
persahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif
sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimumbagi perusahaan dalam artian
peningkatan laba atau penghasilan. Dalam menghitung beban pajak perusahaan, pada
umumnya perusahaan menggunakan penghasilan kena pajak (PKP) dan sesuai dengan
atu?an perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.36 Tahun (2008) pasal 14
mehjelaskan perhitungan beban pajak perusahaan diperoleh dengan penghasilan kena
pajak dikalikan dengan tarif pajak badan yang berlaku. PKP didapat melalui penghasilan
neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian neto fiskal. Upaya dalam manajemen
pajak tidak selalu diartikan dalam arti negatif, tetapi manajemen pajak yang baik adalah
de%gan memanfaatkan insentif perpajakan maupun manfaat pajak lainnya sehingga
dalam pelaksanaan manajemen pajak perusahaan tidak mengidikasikan pelanggaran
norfna atau hukum perpajakan atau penghindaran pajak secara ilegal. Peranan dari
mahajemen pajak yaitu melakukan tax planning (perencanaan pajak). Dengan
melakukan tax planning artinya upaya untuk mencari kesempatan atau celah yang dapat
digunakan dalam koridor yang legal sesuai dengan undang-undang perpajakan

(I@pholes) yang berlaku, dengan harapan dan tujuan agar perusahaan dapat membayar

beban pajak terutang dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam pelaksanaan perencanaan
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pajak dalam perusahaan ada tiga macam cara yang digunakan oleh wajib pajak demi
ménekan keseluruhan total beban pajaknya, cara yang petama yaitu tax avoidance
(péﬁghindaran pajak), yang kedua tax evasion (penyelundupan pajak), dan terakhir yaitu
taxs saving (penghematan pajak). Peran manajer dalam perusahaan adalah untuk
meimbuat kebijakan-kebijakan khususnya unntuk meminimalkan beban pajak yang

nantinya akan dibayarkan perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak. Hasil dari

perAgelolaan manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang akan dibayarkan oleh
'pekhsahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

::Topik dalam manajemen pajak merupakan topik yang tidak ada habisnya, karena
pefaturan perpajakan sangat dinamik dimana peraturan dan undang-undang perpajakan
seldlu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi. Akan tetapi penerimaan perpajakan
di satu sisi merupakan sumber penerimaan paling tinggi bagi negara dan perusahaan
di[;érbolehkan untuk melakukan manajemen perpajakan sesuai dengan koridor atau
aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, negara tidak mengharapkan perusahaan untuk
melakukan praktik manajemen pajak, karena dengan adanya maanejemen pajak yang
dilakukan oleh perusahaan dapat memperkecil penerimaan pajak bagi negara. Topik
m;najemen pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di sisi lain manajemen
pa}ak diperbolehkan dan tidak melanggar hukum jika sesuai dengan koridor perpajakan
yang legal. Namun bagi pemerintah, jika perusahaan melakukan manajemen pajak maka
dap‘at penerimaan negara dapat berkurang. Dan perusahaan berupaya semaksimal
mungkin untuk membayar pajak lebih rendah.

Kasus fenomena dalam dunia perpajakan yang berkaitan dengan manajemen pajak
adalah kasus pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan tembakau

dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) yang melakukan penghindaran pajak di

Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Menurut laporan dari Lembaga
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Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British
Amﬁé;riean Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel
u

Intérnasional Investama dengan cara BAT mencari celah dengan mengalihkan sebagian

peﬁdapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara yang pertama dengan

T
meTaIU| pinjaman intra perusahaan. Cara yang kedua dengan melalui pembayaran

kemball ke Inggris untuk biaya royalti, ongkos dan layanan. PT Bentoel International
Investama banyak mengambil pinjaman dari antara tahun 2013 dan 2015 perusahaan
terkalt di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan

me;gnbayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat

dl@rangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu bantoel juga

méjijadi sorotan  karena  perusahaan tersebut rugi selama 7 tahun
(htﬁbs:/lnasional.kontan.co.id/news/tax—iustice—Iaporkan—bentoel—Iakukan—

penthndaran pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta.) Dalam perencanaan pajak perusahaan,

Iahgkah-langkah yang diambil oleh pihak manajerial dalam fenomena tersebut

méhgindikasikan bahwa dalam peraturan perpajakan masih terdapat celah hukum

sehingga perlu peninjauan kembali atas aturan perpajakan.

in Dalam mewujudkan manajemen pajak yang baik ada beberapa faktor yang dapat

di@kukan oleh perusahaan, salah satunya Corporate Governance. Menurut Forum for
Ctﬁporate Governance in Indonesia (FCGI) (2002) corporate governance adalah
se;erangkat aturan yang mengatur hubungan antara stakeholder yang berkaitan dengan
ha:k dan kewajiban mereka terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki corporate
go\}‘ernance yang baik cenderung akan menjalankan tindakan pajak yang memiliki resiko

paiii‘ng kecil dan lebih taat terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh

ur%ﬁang-undang.

Al
I

3Ip ue


https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta
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"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

110 exdi) yeH

buepun-buepun 1Bunpul

Pada penelitian ini, untuk mengukur variabel manajemen pajak peneliti
meénggunakan indikator Tax Retention Rate (TRR) untuk mengidentifikasi perusahaan
dalgm melakukan praktik manajemen pajaknya. Menurut Wild et al. (2004) TRR
mefupakan alat dengan fungsi yaitu untuk menganalisa tingkat efektifitas manajemen
pajiak yang diaplikasikan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Fungsi
lanalisa TRR adalah perusahaan dapat melakukan analisis melalui metode manajemen
'pajak yang membantu perusahaan untuk mengelola pembebanan pajak perusahaan
'detigan lebih akurat sesuai dengan peraturan perpajakan.

::Dalam praktik manajemen pajak, maka setiap pihak yang berkaitan dengan
pemsahaan untuk memberikan kebijakan dan keputusan terhadap perencanaan pajak
hafus memberikan perhatian secara khusus agar segala keputusan yang dapat
me:mpengaruhi beban pajak bisa lebih kecil dari beban pajak yang seharusnya dibayakan
oléﬁ perusahaan. Proksi yang digunakan didalam penelitian ini mengenai good corporate
goternance adalah dewan komisaris dan kepemilikan manajerial.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh proksi dewan komisaris yang diukur
dengan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Fungsi dan peran
degvan komisaris yaitu memberikan pertanggung jawaban atas pengawasan terhadap
pe%seroan, melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, dan jalannya perusahaan
pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Berdasarkan
ang»garan dasar perseroan tugas dewan komisaris dalam perusahaan adalah untuk
melakukan pengawasan dan memberikan saran atau masukan terhadap direksi. Frekuensi
rapat dewan komisaris atau banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh anggota
kamisaris akan membantu direksi atas pengambilan kebijakan dan keputusan,

pe?necahan masalah, dan mengawasi setiap kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan

perseroan atau tidak. Dikarenakan fungsi rapat masukan yang lebih luas yang akan
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menjadi bahan pertimbangan bagi direksi dalam pengambilan keputusan khususnya
dafam perencanaan perpajakan. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris maka
me;r;gindikasikan bahwa dewan komisaris bersifat aktif dalam menjalankan perannya
dalam perusahaan dan manajemen pajak perusahaan telah dilakukan dengan baik. Hal
iniisejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barros & Sarmento (2020) yang

menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tax

npunig exdig yey

aveidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2020) yang menyatakan

1bu

bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kafena adanya hasil penelitian yang masih berkontradiksi mengenai frekuensi rapat

devl/an komisaris maka variabel tersebut dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.

buepun-buepun

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan proporsi saham biasa yang dimiliki

ole:h pihak manajerial yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan demi
kebéntingan perusahaan dalam yang dibandingkan dengan total saham yang beredar
yarg dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki
oleh pihak manajerial pada suatu perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa
manajemen cenderung berperan lebih giat untuk mementingkan kepentingan pemegang
saEam. Karena setiap keputusan yang diambil oleh manajerial, akan mempengaruhi baik
atgu buruknya insentif yang akan diterima bagi pihak manajerial. Dalam penelitian yang
difakukan oleh Wahyuni et al. (2017) dalam penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial.
Haéil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif
terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019)
menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
manajemen pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih kontradiksi mengenai

kegemilikan manajerial maka variabel tersebut dapat diteliti kembali ke dalam penelitian

ink:
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Tujuan utama bagi perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi
pemegang saham dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Pengukuran profitabilitas
diéﬁnakan untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau
kedntungan bersih dari serangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang dilakukan
se;;anjang periode akuntansi. Pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini
menggunakan return to asset ratio (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan

kemampuan laba atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih.

unpuniq edig yey

[5)

Ménurut Hery (2016) rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba

befSih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Maka

dari itu semakin tinggi nilai ROA, artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh

buepun-buepun

laba semakin baik dan pihak manajamen menggunakan aset yang dimiliki secara efektif.

Se[nakin tinggi tingkat presentase profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi
puir;t presentase TRR perusahaan tersebut. Hal yang menjadi penyebabnya adalah karena
jika total aset yang dimiliki suatu perusahaan tinggi maka akan menyebabkan biaya
operasional yang tinggi pula atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh
karena itu, TRR yang semakin tinggi memberikan gambaran bahwa praktik manajemen
pajak pada suatu perusahaan semakin efisien. Variabel Profitabilitas dipilih karena
tegdapat perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian Wardani & Putri (2018)
mgnyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Tetapi
dalém penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2020) menyatakan bahwa
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan hasil penelitian
terdlahulu yang masih kontradiksi maka variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA
dapat diteliti kembali ke dalam penelitian ini.

%Tingkat hutang (leverage) merupakan rasio yang menghitung seberapa besar hutang

yalg dimiliki oleh perusahaan. Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan
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salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung dan mengukur tingkat
hutang suatu perusahaan. LTDtER memiliki fungsi untuk mengindentifikasi besarnya
matlal usaha yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Perusahaan memanfaatkan utang

untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hutang merupakan kewajiban yang harus

L=
2 dilgnasi oleh perusahaan atas setiap pinjaman dari kreditor dan akan timbul bunga

tertentu atau sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena
meRdapatkan fasilitas hutang tersebut, biaya bunga tersebut yang akan mempengaruhi
lalfa bersih perusahaan dan mengurangi akan beban perpajakan. Jika tingkat presentase
daﬁ LTDtER tinggi, berarti semakin tinggi juga jumlah hutang jangka panjang yang
dirhiliki perusahaan terhadap pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk
kepéntingan investasi perusahaan. Dan dengan tingkat leverage yang tinggi maka
sermakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat hutang tersebut. Dengan tingkat
hui:;ng yang tinggi maka akan semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan
pefusahaan, akan tetapi beban bunga tersebut memiliki fungsi sebagai pengurang laba
befsih (deductible expense) sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka tingkat retensi pajak perusahaan akan
seznakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen menggunakan hutang
jaggka panjang dengan baik dan perencanaan pajak dapat diterapkan agar beban pajak
pérusahaan lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
di‘l,ékukan oleh Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif
terhadap manejemen pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati
dkk (2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manejemen
pajak. Dengan adanya hasil penelitian yang masih kontradiksi mengenai variabel

lewverage maka variabel tersebut dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.
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Selain beberapa faktor yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat variabel intensitas
asetitetap juga yang dinilai dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. Intensitas
ase:‘i tetap yang berada dalam laporan keuangan perusahaan merupakan gambaran
besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan
meimberikan informasi atas banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap

perusahaan pada tahun berjalan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak

110 exdi) YeH

perusahaan dikarenakan adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Beban

unpu
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deriresiasi memiliki fungsi bagi manajemen pajak yang berguna untuk mengurangkan

Iaba. Berdasarkan Kurniawan (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa intensitas

asei tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan penelitian yang

buepun-buepun

dilgkukan oleh Wardani & Putri (2018) menjelaskan bahwa variabel intensitas aset tetap
tidék berpengaruh terhadap manajemen pajak.
WKementerian Perindustrian mencatat industri manufaktur menunjukkan kontribusi
terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian, salah satunya melalui realisasi
peAerimaan pajak. Pada Mei 2021, pajak yang disetor oleh sektor manufaktur tumbuh
42,24 persen, atau lebih tinggi dari April 2021 yang tumbuh 10,17 persen. Secara
taEunan (yoy), hingga akhir Mei 2021 kontribusi industri pengolahan terhadap
pe%erimaan pajak juga tumbuh sebesar 5,31 persen (TEMPO.CO, Jakarta 2021). Oleh
karena itu, sebagai subjek dan objek pajak yang memiliki peranan untuk berkontribusi
kep‘ada negara. Maka dari itu, setiap perusahaan membutuhkan good corporate
governance yang baik untuk mengatur dan mengelola penghasilan kena pajak agar beban
yang dibayarkan lebih efisien dan manajemen pajak yang efektif dapat tercapai.
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai: Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan manajerial,
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Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

oldent fikasi Masalah

Béfdasarkan uraian latar belakang masalah dan topik pembahasan dalam penelitian,

idabat diidentifikasi berbagai permasalahan, diantara lain adalah:
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2. sApakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
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3. :{Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?

uepun

@ 4. {:Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
C D,
§5. ::Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak

(@]
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6. ;"Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

ataseih Masalah
1. kApakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5%Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

Batasan Penelitian

Pi@ses dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa batasan bagi peneliti dalam

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwNUedIUaW edu% Il sl

penxelitian ini agar terhindar dari bias data. Batasan dalam penelitian ini antara lain:

1~"0Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020.

2.5 Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak

%mengalami kerugian selama periode 2017-2020.
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3. Penelitian ini tidak menggunakan data laporan keuangan yang pelaporan

‘rkeuangannya dalam mata uang asing.

4. ?Penelitian ini menggunakan data pelaporan keuangan yang memiliki kepemilikan

1na-l

é ‘:manajerial secara lengkap periode 2017-2020.

3T = "

2Pérumusan Masalah Penelitian

S 9 &

?D Ej ~Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka
o Y o

g- grumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah: “Apakah dewan komisaris,
v @ £

e —kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage dan intensitas aset tetap berpengaruh
n 2 [ws]

o & Z

S & terdadap manajemen pajak ?”

> /

s
NZpun

uan Penelitan

Peﬁélitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel dependen terhadap variabel

b

in(fépenden bagi para pembaca yang akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya,

der}gan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap
‘—‘rnanajamen pajak.

2. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen
?pajak.

3.§Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.

4 ;aMenganalisis dan menguji pengaruh leverage terhadap manajemen pajak

5. ‘Menganalisi dan menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedusw edue) 1ul sin ek

Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk pihak, antara lain:
15 Peneliti
;Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan mengenai perpajakan dan

= peneliti dapat mengenali peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
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3.

2. Peneliti selanjutnya

@iharapkan agar penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk kepentingan penelitian.

u
*Menjadi bukti empiris atas pengaruh dewan komisaris, kepemelikan manajerial,

(o)

T

aprofitabilitas, leverage dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak sehingga
3

=penelitian ini memberikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

@

=Perusahaan

A

(9]

§Diharapkan agar hasil penelitian ini bermanfaat khususnya mengenai analisis
g.tentang frekuensi rapat , kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, dan
g';.

|

intensitas aset tetap dalam perencanaan perpajakan perusahaan.
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